BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 138 /93 Tahun 202

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

BERBASIS MIKRO DI KECAMATAN
SE-KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka  mengoptimalkan upaya
penanganan kejadian Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Sukoharjo, perlu menerapkan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis
mikro di tingkat kecamatan;

bahwa untuk memperlancar kegiatan PPKM berbasis
Mikro di kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo, perlu
membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro di Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4723);




4.

10.

31

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5063) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corono Virus Disease
2019 (COVID-19)Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 294.);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah
Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat

Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 29);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020

tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum  Terhadap Protokol Kesehatan Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan
Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona
Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 52);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro di Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah :

a. melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan
penanganan COVID-19;

b. melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin
warga masyarakat dalam menenerapkan protokol
kesehatan;

c. membantu mendukung kelancaran pelaksanaan
Testing, Tracing, Treatment (3T) yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

d. membentuk Posko Kecamatan;

e. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin
terhadap pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan;

f. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan PPKM Mikro di wilayahnya; dan

g. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan
kegiatan kepada Bupati.




KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2021.

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Febrvari 202\

BUPATI SUKOHARJO,

\———-—-52—-’——

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Inspektur Daerah  Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

6. Tim yang bersangkutan.




